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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 63 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  

BAGI PETUGAS KHUSUS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Penerbitan Dokumen 

Kependudukan bagi Petugas Khusus; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS 

KHUSUS.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan 

Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, 

Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang 

Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 
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3. Penduduk Wajib KTP-el adalah Warga Negara Indonesia 

dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang 

telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin 

atau pernah kawin secara sah. 

4. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang 

melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi 

Kependudukan. 

5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya 

disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang 

dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi 

Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 

Instansi Pelaksana. 

6. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat 

NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik 

atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang 

terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 

7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, 

selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi 

Pelaksana sebagai satu kesatuan.  

8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

yang selanjutnya disebut Ditjen Dukcapil adalah Unit 

Kerja Eselon I yang menangani urusan kependudukan 

dan pencatatan sipil, yang dipimpin seorang Direktur 

Jenderal.  

9. Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang 

selanjutnya disebut Kepala/Pimpinan Lembaga adalah 

Kepala/Pimpinan yang memberi tugas kepada petugas 

khusus di tempat petugas khusus bertugas. 

10. Server Integrated Database Management System yang 

selanjutnya disebut server IDMS adalah sebuah sistem 

komputer yang menyimpan dan menyediakan layanan 

distribusi database kependudukan baik di Instansi 

Pelaksana maupun di Direktorat Jenderal Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil.  
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Pasal 2 

(1) Petugas Khusus terdiri dari: 

a. petugas reserse;dan 

b. petugas intelijen.  

(2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan KTP-el yang bersifat khusus. 

(3) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berlaku selama menjalankan tugas khusus. 

(4) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) untuk memberikan perlindungan dan menjamin 

kerahasiaan identitas bagi petugas khusus. 

 

BAB II 

PEREKAMAN DAN PENERBITAN KTP-el 

BAGI PETUGAS KHUSUS 

 

Pasal 3 

Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus 

dilakukan pada Instansi Pelaksana di wilayah tempat petugas 

khusus ditugaskan.  

 

Pasal 4 

(1) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus 

dengan mengajukan surat permintaan penerbitan KTP-el  

yang bersifat khusus. 

(2) Surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh 

Kepala/Pimpinan Lembaga kepada kepala Instansi 

Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat petugas 

khusus bertugas. 

(3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang 

bersangkutan dan jangka waktu penugasan. 
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